A._F;RRE AL_ F | KRAH - Vol. 2, No. 3 (2025)

p. 1011-1032
JURNAL . doi:
KAJIAN ISLAM Jurnal Kajian Islam 10.36701/fikrah v2i3.2487

https://journal.stiba.ac.id/index.php/fikrah/index

Analisis Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali

Terhadap Status Hukum Wakaf Mu’aqqat
A Comparative Analysis of The Maliki and Hambali Mazhab on the Legal
Status of Mu’aqqat Waqf

Fahmi
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: fahmimafhum@gmail.com

Muhammad Harsya Bachtiar

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: muh.harsya@stiba.ac.id

Afrianto
Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: afrianto@stiba.ac.id

Article Info Abstract

Received  :20 September 2025 The background of this research lies in the ongoing debate regarding

Revised  :25 September 2025 | the validity of temporary (mu’agqat) waqf in Islamic jurisprudence.
Accepted  : 28 September 2025 The Maliki school permits it, while the Hanbali school rejects it. This
Published : 10 November 2025 difference forms the foundation of a comparative study to understand
its legal status. This research aims to compare the perspectives of the
Maliki and Hanbali schools on the legal status of temporary wagf. The
study employs a qualitative descriptive approach using library
research as the primary method for data collection. It adopts both

Keywords:  Analysis, Hambali
Comparative, Maliki,
mazhab, mu'aqqat

wadf normative and comparative methods, with data analyzed

Kata kunci: Analisis, Hambali qualitatively through a deductive approach. The findings indicate that
Komparatif, Maliki, the Maliki school allows temporary wagqf as long as the time limitation

mazhab, wakaf is explicitly stated in the contract. The requirement for wagf to be

mu’agqat perpetual (mu‘abbad) is not seen as absolute, provided that the

benefits of the waqf property can still be legitimately distributed to

the rightful beneficiaries. On the other hand, the Hanbali school

Copyright: 2025, Fahmi, maintains that waqf must be permanent (mu‘abbad), based on the
Muhammad Harsya Prophet Muhammad'’s (peace be upon him) statement prohibiting the

Bachtiar, Afrianto sale, inheritance, or gifting of waqf property. As an implication, this

(authors) study is expected to contribute to the development of contemporary

Islamic legal studies, particularly in the field of mu‘amalah (social
transactions), and to demonstrate the flexibility of wagqf law in
responding to the dynamics of the modern era.

Abstrak

Latar belakang penelitian ini wakaf mu’agqat (sementara) masih
diperdebatkan keabsahannya dalam fikih. Mazhab Maliki
membolehkannya, sedangkan mazhab Hambali menolaknya.
Perbedaan ini menjadi dasar kajian untuk memahami status
hukumnya secara komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk
mengatahui perbandingan kedua mazhab Maliki dan mazhab Hambali
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terhadap status hukum wakaf mu’agqgat (sementara). Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi
kepustakaan (library research) sebagai teknik utama dalam
pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan adalah metode
normatif dan komparatif, dengan analisis data yang dilakukan secara
kualitatif melalui metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa mazhab Maliki membolehkan bentuk wakaf mu’agqgat
(sementara) selama syarat tersebut ditegaskan secara tegas dalam
akad, dan tidak mensyaratkan sifat mu’abbad (permanen) sebagai
keharusan mutlak, selama manfaat dari harta wakaf tetap dapat
disalurkan kepada pihak yang berhak secara sah. Sebaliknya, mazhab
Hambali berpandangan bahwa wakaf harus bersifat mu‘abbad
(permanen), merujuk pada hadis Nabi saw. yang menegaskan
larangan menjual, mewariskan, atau menghibahkan harta wakaf.
Sebagai implikasi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap perkembangan kajian hukum Islam kontemporer,
khususnya dalam ranah muamalah, serta menunjukkan fleksibilitas
hukum wakaf dalam merespons dinamika zaman modern.
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PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu institusi keuangan Islam yang telah dikenal sejak
masa Rasulullah saw. Pensyariatan wakaf diyakini terjadi setelah peristiwa hijrah ke
Madinah, yakni sekitar tahun kedua Hijriyah.! Dalam literatur fikih, terdapat perbedaan
pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang pertama kali mengimplementasikan
konsep wakaf. Sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah saw. adalah sosok pertama
yang mengamalkan wakaf, ditandai dengan tindakan beliau mewakafkan sebidang tanah
miliknya sebagai lokasi pembangunan masjid.2 Pandangan tersebut didasarkan pada
sebuah riwayat yang disampaikan oleh ‘Umar ibn Shabbah melalui sanadnya dari ‘Amr ibn
Sa‘ld ibn Mu‘adz dia berkata:
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Artinya:
Dia berkata: Kami bertanya tentang harta pertama yang diinfakkan dalam islam? maka
para muhajirin berkata: itulah wakaf Umar dan sedangkan orang-orang Ansar berkata:
wakaf Rasulullah saw.

IKementerian Agama Republik Indonesia, Pedoman: Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf
(Jakarta: Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 9.

2Miftahul Huda, dan Ahmad Fauzi. “Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum
Islam (Studi Kasus di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara).” Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah 1,no.
2 (2019): h. 29.

3Muhammad bin ‘Alt bin Muhammad bin ‘Abd Allah al-Shawkant, Nayl al-Awtdr, Juz 6 (Cet. I; Mesir:
Dar al-Hadtth 1993 M/1413 H), h. 29.
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Pendapat kedua menyatakan bahwa pelopor pelaksanaan wakaf dalam Islam
adalah ‘Umar ibn al-Khattab. Pandangan ini merujuk pada riwayat yang disampaikan oleh
Ibn ‘Umar radiallah anhuma. |a berkata:

-
z
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Artinya:
Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah
untuk memohon petunjuk, Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang
tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau
perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan
pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada
orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak
mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan
dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak
bermaksud menumpuk harta (H.R Bukhari).

Setelah pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khattab, praktik ini
kemudian diikuti oleh para sahabat lainnya, di antaranya adalah Abl Talhah yang
mewakafkan harta terbaik miliknya, yakni kebun “Bairuha”. Tradisi ini dilanjutkan oleh Abu
Bakr al-Siddig yang mewakafkan sebidang tanah di Makkah untuk dimanfaatkan oleh
keturunannya yang berkunjung ke kota tersebut. Usman ibn ‘Affan turut menyumbangkan
hartanya di Khaibar, sedangkan ‘Ali ibn Abt Talib mewakafkan sebidang tanah subur
miliknya. Mu‘adz ibn Jabal juga turut mewakafkan rumahnya yang dikenal dengan nama
“Dar al-Ansar”. Selain itu, praktik wakaf juga dilakukan oleh Anas ibn Malik, ‘Abdullah ibn
‘Umar, al-Zubayr ibn al-‘Awwam, serta ‘A’isyah istri Rasulullah saw.®

Islam memungkinkan para pengikutnya untuk melakukan usaha ekonomi dalam
rangka mewujudkan salah satu dari maqasid al-Syari‘ah, yaitu menjaga diri hifz al-Nafs. ©
Selain transaksi jual beli, ekonomi juga mencakup zakat, sedekah, infak, hibah, dan wakaf,
yang berdampak langsung pada penerima. Pemberi zakat, sedekah, infak, hibah, dan

4Abh ‘Abdullah Muhammad bin Isma‘Tl al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dar
Ibn Kathir, 1414 H/1993 M), h. 982.

SDepartemen Agama, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf: Direktorat
pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Jakarta: Departemen Agama Rl,
2006), h. 10-11.

SHasrul Zen, “Kajian Istinbath Magashid al-Syar’ah dalam Bidang Ekonomi.” Jurnal Media
Akademik (JMA) 2, no. 12 (2024): h. 2.
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wakaf mendapatkan manfaat rohani, yaitu kesejahteraan jiwa. Secara spesifik, wakaf
memiliki dampak yang lebih besar pada masyarakat.’

Sejak kedatangan Islam ke Indonesia, wakaf telah dikenal dan diterapkan oleh
umat Islam. Setelah kebutuhan akan masjid meningkat pada awal era Islam, pemberian
tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan umum di kalangan
komunitas Islam di Nusantara. Praktik perwakafan mengalami kemajuan secara bertahap
seiring dengan perkembangan sosial masyarakat Islam.® Tradisi wakaf untuk kepentingan
tempat ibadah tetap lestari hingga kini, sementara pemanfaatan wakaf dalam bidang
pendidikan juga mulai berkembang, ditandai dengan pendirian lembaga-lembaga seperti
pesantren dan madrasah.® Seiring waktu, bentuk-bentuk pemanfaatan wakaf mengalami
perluasan, mencakup pula sektor layanan sosial dan kesehatan turut menjadi bagian dari
pemanfaatan wakaf, yang diwujudkan melalui pembangunan fasilitas seperti klinik, rumah
sakit, maupun lembaga kesejahteraan seperti panti asuhan.*?

Tradisi wakaf sudah menjadi bagian dari praktik keagamaan umat Islam di
Indonesia sejak masa-masa awal masuknya Islam ke wilayah Nusantara.!! Praktik wakaf
merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam dan memiliki
keterkaitan yang kuat dengan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat Islam.? Apabila
dikaitkan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka konsep ini sejalan dengan
cita-cita yang hendak diwujudkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, wakaf
memiliki keselarasan historis dan visi, yaitu berkontribusi dalam memajukan
kesejahteraan umum.3

Di Indonesia, wakaf dengan batas waktu tertentu sudah mulai diterapkan.4
Berdasarkan laporan dari Republika.co.id, dijelaskan bahwa wakaf uang berjangka yang
dikelola oleh bank syariah memerlukan adanya mekanisme penjaminan, sejumlah bank
telah ditunjuk sebagai lembaga penerima setoran wakaf, di antaranya adalah Bank
Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BNI Syariah, serta Unit Usaha
Syariah (UUS) Bank DKI. Selain itu, terdapat dua bank lainnya yang masih berada dalam
tahap proses untuk memperoleh status sebagai penerima setoran wakaf, yaitu Bank

"Muhammad Igbal Azhari, “Wakaf Mu’aqqgat: Kajian Hukum Serta Penerapannya dalam
Masyarakat”, ADDAYYAN: Jurnal Mu’amalah/ Hukum Ekonomi Syari’ah 16, no. 1 (Januari-Juni 2021), h. 32.

8Heru Susanto, "Sejarah perkembangan perundang-undangan wakaf di Indonesia”, Bilancia: Jurnal
Studi llmu Syariah dan Hukum 10, no. 2 (2016): h. 63.

Sindi Aurora Maharani, Purnama Putra, dan Dem Vi sara, “Optimalisasi Wakaf dalam Sektor
Pendidikan: Sebuah Tinjauan Pengelolan Wakaf Pendidikan di Indonesia dan Malaysia.” Maslahah (Jurnal
Hukum Islam Dan Perbankan Syariah) 9, no. 1 (2018): h. 106.

©tang dan lik Syakhabyatin. “Sejarah Wakaf di Indonesia.” Tazkiya: Jurnal Keislaman,
Kemasyarakatan dan Kebudayaan 18, No. 2 (2017): 220-237.

1Ummi Salamah Lubis, “Ruislag Harta Wakaf.” Delegalata: Jurnal llmu Hukum 6, no. 1 (2020): h.
118.

2Mohamad Hendrik dan Mufidah, "Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 6, no. 5 (2019): h.
422,

BAhmad Mujahidin, Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya, (Cet. ;
Jakarta: Kencana, 2021), h. 4.

14Rika Okta Viana, “Penerapan Wakaf Berjangka Waktu Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafii”,
Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017), h. 7.
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Syariah Bukopin dan UUS BTN.!> Akan tetapi penerapan wakaf dengan jangka waktu
tertentu, masih menjadi perbedaan akan kebolehannya di tengah-tengah masyarakat.

Terdapat perbedaan pandangan antara ulama mazhab Maliki dan Hambali terkait
legalitas wakaf mu‘aggat (sementara), yang tercermin dalam argumentasi dan konstruksi
fikih masing-masing mazhab. Perbedaan ini menjadi latar belakang ketertarikan peneliti
untuk mengangkat topik penelitian berjudul “Analisis Komparatif Mazhab Maliki dan
Mazhab Hambali terhadap Status Hukum Wakaf Mu’agqgat”.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah
dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan
sebagai berikut: (1) Bagaimana pendapat terhadap status hukum wakaf mu’agqat
menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali? (2) Bagaimana analisis komparatif antara
mazhab Maliki dan mazhab Hambali terhadap status hukum wakaf mu’aggat? Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali
terkait hukum status wakaf mu’agqgat (sementara).

Penelitian ini dikategorikan sebagai studi kepustakaan (library research), yakni
metode yang mengandalkan penelusuran dan analisis terhadap berbagai referensi tertulis
yang memiliki relevansi dengan topik kajian. Sumber-sumber tersebut mencakup buku,
karya ilmiah, catatan, serta dokumen lain yang mendukung dalam menjawab
permasalahan yang menjadi objek penelitian.’® Studi kepustakaan adalah bagian yang
tidak terpisahkan dari proses penelitian. Melalui kegiatan ini, peneliti dapat menemukan
berbagai teori yang mendasari permasalahan serta bidang yang sedang diteliti.” Melalui
penelitian kepustakaan, peneliti juga dapat mengidentifikasi berbagai karya ilmiah yang
memiliki kesamaan tema atau keterkaitan substansial dengan penelitian yang akan
dilakukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghimpun dan
mengintegrasikan beragam informasi serta pemikiran yang relevan sebagai landasan
teoritis dan analitis dalam penyusunan penelitian secara komprehensif.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan
normatif dan komparatif. Pendekatan normatif bertujuan untuk menganalisis
permasalahan berdasarkan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur’an,
hadis, kaidah-kaidah fikih, serta pandangan para ulama yang telah mapan dalam sistem
hukum Islam. Sementara itu, pendekatan komparatif dilakukan dengan cara
membandingkan pandangan antara dua mazhab terhadap suatu permasalahan tertentu
guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap perbedaan maupun
persamaan argumentasi hukum yang dikemukakan masing-masing mazhab.® Data yang
diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif serta komparatif, guna menguraikan dan membandingkan isi kajian secara
sistematis dan mendalam. Seluruh permasalahan diuraikan secara jelas dan terstruktur,

BYogie Respati, “Wakaf Uang Berjangka di Bank Syariah Perlu Penjaminan”, REPUBLIKA.
https://republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/ (22 Desember 2024).

6Meleong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karia, 2000), h. 167.

YMumu Zainal Mutaqin, Agus Nurcholis Saleh dan Aris Salman Alfarisi, “Analisis Etos Kerja Guru
Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran.” Mendidik: Jurnal Kajian Pendidikan
dan Pengajaran 7, no. 2 (2021): h. 185.

18Faizar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Cet, |; Jakarta:
Prenadamedia, 2016 M), h. 56.
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dengan menampilkan perbedaan pandangan yang muncul dalam topik yang dikaji. Analisis
dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat
umum menuju hal yang khusus, agar hasil penelitian dapat disampaikan secara sistematis
dan mudah dipahami.

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keselarasan tema dengan kajian ini
antara lain dapat ditemukan dalam karya-karya berikut:

Penelitian pertama oleh Muhammad Khusaini yang berjudul "Wakaf Muaqgqgat
Perspektif Mazhab Syafi'i".’® Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat
mazhab Syafii yang tidak memperbolehkan wakaf mu’aggat (sementara), dengan
memberikan penekanan pada alasan teologis dan hukum. Dalam mazhab Syafii, wakaf
harus bersifat mu’abbad (permanen) karena dianggap sebagai bentuk mendekatkan diri
kepada Allah yang tidak boleh ditarik kembali, yang didasarkan pada hadits yang melarang
penjualan, hibah, atau pewarisan atas harta wakaf. Penelitian ini dilakukan menggunakan
metode studi pustaka yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan analisis isi terhadap
kitab-kitab utama mazhab Syafii, serta didukung oleh data dari sumber hukum Islam
lainnya. Hasilnya, wakaf muaqqgat dinilai tidak sah dalam mazhab Syafi'i karena
bertentangan dengan konsep dasar wakaf, yaitu menahan harta secara abadi untuk
kemaslahatan. Adapun penelitian ini membahas tentang pendapat mazhab Maliki dan
mazhab Hamball mengenai status terhadap hukum wakaf mu‘agqat.

Penelitian kedua diambil dari skripsi yang berjudul “Penarikan Kembali Harta Wakaf
oleh Wakif (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Malik dan Mazhab Syafii)”.?° Penelitian ini
mengkaji perbedaan pandangan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii terkait
ketentuan hukum mengenai kemungkinan penarikan kembali harta yang telah diwakafkan
oleh pihak wakif. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode kajian pustaka
(library research), penelitian ini mengungkap bahwa mazhab Maliki membolehkan wakif
menarik kembali harta wakaf selama tidak bersifat mutlak, sedangkan mazhab Syafii
secara tegas melarangnya karena harta yang telah diwakafkan dianggap telah keluar dari
kepemilikan wakif dan menjadi milik Allah. Adapun penelitian ini membahas tentang
pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengenai status hukum wakaf mu’agqat.

Penelitian ketiga diambil dari jurnal yang berjudul "Al-Waqf al-Mu'aqqat: Dirasah
Ta'siliyyah Fighiyyah".?* Ditulis oleh Muhamad Firdaus Ab Rahman dan Muhammad
Amanullah. Hasil dari Penelitian ini membahas konsep wakaf sementara (temporary wagqf)
dalam perspektif hukum Islam, menganalisis pandangan para ulama serta dalil-dalil
mereka, dan mengevaluasi penerapan wakaf sementara di era modern, khususnya di
Kuwait. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif berbasis induktif dan deduktif,
jurnal ini menyimpulkan bahwa wakaf sementara memiliki manfaat praktis dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer. Para penulis juga merekomendasikan
fleksibilitas dalam fatwa terkait wakaf agar tidak terikat pada satu mazhab tertentu,
sehingga lebih sesuai dengan kondisi sosial modern. Adapun penelitian ini membahas

¥Muhammad Khusaini, “Wakaf Mu’aqqat Perspektif Mazhab Syafii”, Skripsi (Metro: Fak. Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020).

2ONurul Maghfirah Ismail, “Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif (Studi Komparatif Pendapat
Mazhab Malik dan Mazhab Syafii)”. Skripsi. (Makassar: Fak. Syariah STIBA, 2022).

2'Muhamad Firdaus Ab Rahman, dan Muhammad Amanullah. “Al-Wagqf al-Mu’aqqat: Dirdsah
Ta’siliyyah Fighiyyah, [Temporary Endowment: A Juristic Ta'sili Study).” Ulum Islamiyyah 21, (Agustus 2017).
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tentang pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hamball mengenai status hukum wakaf
mu’aqqat.

Penelitian keempat diambil dari jurnal yang berjudul “The Temporary
Endowments: Its Nature and Public Interest Al-Waqf al-Mu’aqqat: Hagigatuhu wa
Masalihuhu al-‘Ammah” 22 Ditulis oleh Abdulla Faroog Ibrahim dan Mohamed Amine
Hocini. Hasil penelitian ini ini menyimpulkan bahwa wakaf mu’agqat (sementara) adalah
bentuk wakaf yang tidak melanggar prinsip dasar wakaf sebagai amal jariyah. Sebaliknya,
wakaf ini dapat menjadi solusi yang fleksibel dan relevan untuk menghadapi tantangan
sosial dan ekonomi yang dihadapi umat Islam pada era modern. Penelitian ini juga
mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-
mazhab fikih terkait keabsahan wakaf mu’aqqgat, implementasinya memiliki potensi besar
untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf. Hal ini terutama berlaku dalam
mendukung berbagai kebutuhan umat Islam, seperti di bidang pendidikan, kesehatan,
dan pembangunan sosial. Selain itu, wakaf mu’aggat dianggap mampu memperluas
manfaat wakaf, baik di tingkat lokal maupun global, guna mendukung pencapaian tujuan
keagamaan, ekonomi, dan budaya secara lebih luas. Adapun penelitian ini membahas
tentang pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hamball mengenai status hukum wakaf
mu’aqqat.

Penelitian kelima diambil dari jurnal yang berjudul “Wakaf Mu’agqat: Kajian
Hukum Serta Penerapannya dalam Masyarakat”.?® Ditulis oleh oleh Muhammad Igbal
Azhari. Hasil penelitian ini membahas wakaf mu’agqat (wakaf sementara) dari sudut
pandang hukum Islam dan bagaimana penerapannya di masyarakat. Selama ini, wakaf
dikenal sebagai amal jariyah yang sifatnya kekal, tetapi jurnal ini mengeksplorasi apakah
wakaf sementara juga sah menurut syariah. Penulis menjelaskan bahwa wakaf mu’agqgat
bisa menjadi solusi yang relevan di era modern, terutama untuk kebutuhan sosial dan
ekonomi, seperti wakaf uang, tenaga, atau barang yang usianya terbatas. Contoh
penerapannya di negara seperti Kuwait menunjukkan bahwa wakaf sementara dapat
membantu pemberdayaan masyarakat. Pada akhirnya, wakaf ini dianggap sah menurut
syariah dan memberikan peluang lebih besar bagi umat Islam untuk berkontribusi dalam
amal jariyah. Adapun penelitian ini membahas tentang pendapat mazhab Maliki dan
mazhab Hambali mengenai status hukum wakaf mu’aggat (sementara).

PEMBAHASAN
Konsep Wakaf Mu’aqqat
Pengertian Wakaf
Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab :;'a%f\, yang merupakan bentuk masdar dari

kata kerja wagafa—yagifu—wagfan, yang bermakna "menahan" atau "memberhentikan".
Secara istilah, al-Wagf memiliki makna yang sepadan dengan kata al-Habs, yang juga
berasal dari bentuk masdar kata kerja habasa—yahbisu—habsan. Kedua istilah tersebut

22Hocini, Mohamed Amine, dan Abdulla Faroog Ibrahim. “Al-Wagqf al-Mu’aqqat: Hagiqatuhu wa
Masalihuhu al-‘Ammah.” Balagh: Journal of Islamic and Humanities Studies 1, no. 2 (Agustus 2021).

BMuhammad Igbal Azhari “Wakaf Mu’agqat: Kajian Hukum Serta Penerapannya dalam
Masyarakat”, Jurnal STAI Hukum Ekonomi Syari’ah 16, no. 1 (2021).
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menunjukkan makna penahanan suatu benda atau harta agar tidak digunakan secara
bebas, melainkan dialokasikan untuk kepentingan kebajikan atau kemaslahatan umum.?*
Dalam konteks bahasa Arab, istilah wakaf kerap digunakan untuk merujuk pada aset atau
barang yang menjadi objek dari perbuatan wakaf, yang dalam terminologi fikih disebut
sebagai (al-Mauqadf bih), dan dalam konteks tertentu juga digunakan untuk
menggambarkan lembaga atau institusi wakaf, sebagaimana dipahami dalam sistem
hukum di Mesir. Sementara itu, di Indonesia, kata wakaf dapat dimaknai baik sebagai
barang atau aset yang diwakafkan maupun sebagai lembaga yang mengelola kegiatan
perwakafan.?®
Definisi wakaf menurut mazhab Maliki terbagai menjadi 2, yaitu:

d. Qadhi ‘lyadh menyebutkan bahwa al-Wagf dan al-Habs memiliki makna yang sama
menurut ulama Maliki, yaitu harta yang diwakafkan dan ditahan secara permanen untuk
tujuan-tujuan kebaikan atau untuk sekelompok orang tertentu.?® lbn ‘Arafah
mendefinisikannya sebagai:

a3 5 adess Sl 3 85U Y onehg s34 oo s axils sk
Artinya:
Memberikan manfaat dari suatu barang selama barang itu masih ada, tapi
kepemilikannya tetap di tangan orang yang memberikannya, meskipun hanya dianggap
miliknya secara tidak langsung.
b. Menunjukkan keabsahan wakaf sementara; oleh karena itu, al-Dardir
mendefinisikannya sebagai:

ZSM\ \/ Uwo.uw MW}\ oja—b jjj J}u "/ :}ié-ji }'"jj\

Artinya:
Wakaf adalah menjadikan manfaat dari suatu harta milik, meskipun dengan imbalan atau
hasilnya, untuk pihak yang berhak menerimanya, dengan suatu lafaz (akad) selama jangka
waktu yang ditentukan oleh wakif (orang yang mewakafkan).
Al-Sawt berkata:

D) ¥ Uy A% G) e Sd3d O 5

[ 5ss

ZMuhammad ‘Amim al-lhsan al-Mujaddidi al-Barkati, al-Ta‘rifat al-Fighiyyah, (Cet. |; Beirut: Dar al-
Kutub al-‘llmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 239.

BJuhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya.
(Bandung: Yayasan Piara 1995), h. 6.

%‘lyad ibn Misa ibn ‘lyad ibn ‘Amrin al-Yahsubi al-Sabti, Mashdriq al-Anwar ‘ala Sihdah al-Athar,
Juz 2 (t.t. li-Maktabat al-‘Atigah wa-Dar al-Turath, t.th.), h. 293.

27Syams al-Din Abl ‘Abd Allah Muhammad bin Muhammad al-Maghribi, Mawahib al-Jalil li Syarh
Mukhtasar Khalil, Juz 6 (Cet. lll; Beirut Dar al-Fikr. 1992 M/1412 H), h. 22.

ZAhmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardir, Agrab al-Masalik li Mazhab al-Imam Malik (Cet. |;
Nigeria: Maktabah Ayytb. 1420 H/2000 M), h. 124

Aba al-‘Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Khalwati, Hashiyah al-Sawr ‘ala al-Sharh al-Saghir, Juz 4
(t.t. Dar al-Ma‘“arif, t.th.), h. 98-99.
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Artinya:

Karena dia tidak memiliki hak atas manfaat tersebut, sebab telah ditetapkan bahwa orang
yang menjadi penerima wakaf hanya berhak menikmati manfaatnya, bukan memiliki
kepemilikan atas manfaat itu sendiri.

Mazhab Maliki, membolehkan wakaf mu’agqat (sementara), yaitu wakaf dengan
batas waktu tertentu. Mereka berpendapat bahwa harta wakaf bisa kembali kepada wakif
jika hal itu disyaratkan sejak awal, karena wakaf menurut mereka adalah hibah manfaat,
bukan hibah zat, sehingga tidak harus bersifat permanen.

Sedangkan definisi wakaf menurut mazhab Hambali adalah

03 80 sty S
Artinya:
Menahan pokoknya (harta yang diwakafkan), dan membebaskan hasilnya (untuk
kepentingan umum).
Al-Buhitt menyebutkan bahwa dalam kitab al-lgna‘ disebutkan bahwa wakaf
adalah

ey 3 opbs gl i oo aste ol s o A8 A 5T llad ol 0E
Artinya:
Menahan (mewakafkan) harta milik seseorang yang memiliki hak penuh dalam mengelola
hartanya, yang dapat diambil manfaatnya, dengan tetap menjaga keberadaan bendanya,
serta memutus hak pengelolaan pewakaf dan selainnya atas kepemilikan harta tersebut
Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur’an tidak secara khusus menyebut wakaf, namun karena wakaf termasuk
bentuk infak, para ulama merujuk pada ayat-ayat umum tentang infak sebagai dasar
pensyariatannya ibadah wakaf bersumber dari:3?
Ayat Al-Qur’an
Firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al-hajj/22: 77.

SN RNAE AN R G A AANERA AL

Heagn)

Sl Gdll

't

Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu,dan
lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.33

Istilah khair (kebaikan) dalam Islam secara umum dipahami sebagai segala bentuk
perbuatan yang mendatangkan manfaat, mencegah kemudaratan, dan sesuai dengan
nilai-nilai syariat. Khair (kebaikan) tidak terbatas pada aspek spiritual atau ibadah

30Ab0 Muhammad ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz 8 (Cet. llI;
Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub lit-Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi', 1417 H/ 1997 M), h. 184,

3!Mansar ibn Ydnus ibn Idris al-Buhiti, Kashshaf al-Qind’, Juz 4 (Riyadh: Maktabat al-Nasr al-
Hadithah, t.th.), h. 240.

32Nurul Maghfirah Ismail, “Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif (Studi Komparatif Pendapat
Mazhab Malik dan Mazhab Syafii)”, Skripsi (Makassar: Fak. Syariah STIBA, 2022), h. 14.

3Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 483.
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individual, melainkan juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Seperti
dalam praktik wakaf, di mana seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk
kepentingan umum atau maslahat umat.

Firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali-imran/3: 92.

he B BB 51 oo st s B Bt e L

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu
menginfakkan sebagian hartayang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.3*

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa makna al-Birr berarti surga.®®
Karena itulah, begitu Abu Talhah mendengar ayat tersebut, ia segera menemui Rasulullah
saw. untuk menyerahkan hartanya yang paling ia cintai, yaitu kebun “Bairuha” sebagai
bentuk infak di jalan Allah.36
Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-bagarah/2: 261.

-
£

Aga s Bl i A8 s w2l AT Lo o

- "

PR
ke g A
Terjemahnya:

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti
(orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada
setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia
kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.3’

Ayat-ayat di atas dijadikan sebagai dasar hukum wakaf, karena pada dasarnya,
sesuatu yang dapat diinfakkan di jalan kebaikan memiliki kesamaan dengan wakaf. Sebab,
hakikat wakaf adalah menyalurkan harta untuk tujuan kebaikan.

Sunah Rasulullah saw.
Hadis dari Ab1 Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

5 3 e g L i agls B0 30 Y] /vuuﬁysw i by ol i)

(VJW g4 52 CJV

4.5 JjT)fﬁ
5240 Gl s

“ SR
u“'/su"/w»

<

0 =0

z

Artinya:

Jika anak adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal dari dirinya kecuali
tiga perkara yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang
bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.(HR. Muslim)

34Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 82.

35Aba al-Fida’ Isma‘il ibn ‘Umar ibn Kathir al-Qurashi, Tafsir al-Qur’én al-‘Azim, Juz 2 (Cet. II; t.t.
Dar Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawz1’, 1420 H/1999 M), h. 73

3®Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubt, Al-Jami’li Ahkam al-Qur’én, Juz 4 (Cet. Il; Mesir: Dar
al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/1964 M), h. 132.

3’Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 58.

38Ab0 al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysabdiri, Sahih Muslim, Juz 5
(Cet. I; Turkiye: Dar at-Tiba‘ah al-‘Amirah, 1334 H), h. 73.
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Sedekah jariah adalah bentuk sedekah yang pahalanya tetap mengalir terus-
menerus, meskipun dilakukan sekali dan orang yang melakukannya telah meninggal
dunia. Sedekah jariah pada hakikatnya adalah harta yang disalurkan melalui wakaf.?®

Rukun dan Syarat Wakaf
Wakaf adalah tindakan hukum yang sah jika memenuhi rukun dan syarat sesuai

ketentuan syariat Islam. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka wakaf tersebut

batal secara hukum.*°

Rukun Wakaf

Wakaf dianggap sah apabila seluruh rukun yang menjadi syarat keabsahannya
telah dipenuhi, yang meliputi unsur-unsur berikut:*
Wakif (Pihak yang mewakafkan harta)
Maugqif 'Alaih (Pihak yang diberi Manfaat wakaf/peruntukan Wakif)
Maugqdf bih (Harta yang diwakafkan)
Sigah (Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian
harta bendanya)
Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan di atas, masing-masing memiliki
syarat tertentu. Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila syarat-syarat tersebut
terpenuhi, yaitu:#?

. Wakif (Orang yang Mewakafkan Harta)

Wakif haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta atau benda yang
akan diwakafkan. Wakif tersebut harus baligh dan berakal, melaksanakan wakaf atas
kehendak sendiri, serta tidak sedang sakit.

. Maugqif ‘alaih (Pihak yang diberi Wakaf/ Peruntukan Wakif)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat
Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal ibadah yang bertujuan untuk
mendekatkan diri kepada Allah Swt. Untuk mencegah penyalahgunaan, wakif perlu
menjelaskan secara tegas tujuan dari wakaf tersebut. Adapun syarat bagi penerima wakaf
(maugquf ‘alaih) adalah bahwa ia harus merupakan pihak yang sah secara hukum untuk
memiliki harta atau benda. Oleh karena itu, wakaf kepada seorang hamba sahaya
dianggap tidak sah. Selain itu, wakaf tidak boleh dikembalikan kepada wakif, dan harta
yang diwakafkan harus berada dalam status kepemilikan yang sah. Penerima wakaf dapat
berasal dari kalangan kerabat, anak-anak, yatim, fakir miskin, dan janda. Dasar hukum
keabsahan wakaf bersumber dari sedekah, yang merupakan salah satu bentuk
pendekatan diri kepada Allah Swt.
Maugqdf bih (Harta yang diwakafkan)

3Muhammad Taufan Djafri, “Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No.
41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah).” Bustanul Fuqaha:
Jurnal Bidang Hukum Islam 2, no. 3 (2021): h. 399.

40Asri, Khaerul Agbar, dan Azwar Iskandar, “Hukum dan urgensi wakaf tunai dalam tinjauan fikih.”
Bustanul Fugaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 1 (2020): h. 85.

41AbG ‘Abd Allah Muhammad al-Khurshi, Sharh al-Khurshi ‘ald Mukhtasar Khalil Juz 7 (Cet. Il; Mesir:
al-Matba‘ah al-Kubra al-Amiriyyah bi-Bilag, 1317 H), h. 78.

“2Muhammad Ibn Ahmad lbn Salih al-Salih, al-Wakaf Fi al-Syart'ah al-Islamiyyah Wa Atsaruhu Fi
Tanmiyyah al-Mujtama’ (Riyad: t.t., 1442), h. 60.
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Harta yang dijadikan objek wakaf harus memiliki sifat tetap atau tidak mudah
rusak, artinya ketika dimanfaatkan, wujud fisiknya tidak rusak. Harta wakaf juga sebaiknya
dijelaskan secara terang dan jelas mengenai kepada siapa dan untuk tujuan apa wakaf
tersebut diberikan.

d. Sigah (Pernyataan atau lkrar Wakif sebagai Suatu Kehendak untuk Mewakafkan Sebagian
Harta Bendanya)

Wakaf dinyatakan dengan jelas, baik secara lisan maupun disertai bukti tertulis.
Wakaf perlu disertai dengan dokumen pendukung agar memiliki kekuatan hukum dan
menciptakan ketertiban administrasi. Landasan hal ini dapat ditemukan dalam QS. al-
Bagarah/2: 282, yang memerintahkan pencatatan dalam urusan utang piutang, dan dapat
dijadikan analogi untuk pencatatan wakaf.**> Di samping pentingnya pencatatan melalui
dokumen-dokumen otentik, dibutuhkan pula mekanisme pengawasan yang sistematis
terhadap pengelolaan harta wakaf. Aspek ini sangat penting karena nazir bertanggung
jawab sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola serta mengembangkan aset wakaf
secara maksimal, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam dan tujuan
wakaf yang telah ditetapkan.*

)

)

R R R B AR TR R P

'

Terjemahnya:
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.*

Jenis-jenis Wakaf

a. Wakaf Berdasarkan Tujuannya Ada 2 yaitu:

1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli, yang juga disebut sebagai wakaf dzurri, merupakan bentuk wakaf yang

ditujukan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, baik yang masih memiliki hubungan
kekerabatan dengan wakif maupun pihak lain di luar lingkup keluarganya. Misalnya,
apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, yang kemudian
diwariskan pemanfaatannya kepada cucunya, maka wakaf tersebut dinilai sah menurut
ketentuan fikih. Hak atas pemanfaatan harta wakaf tersebut terbatas pada individu-
individu yang secara eksplisit disebutkan dalam ikrar wakaf, dan tidak berlaku bagi pihak
di luar yang telah ditentukan.*® Wakaf ini kerap disebut juga sebagai wakaf ‘ala al-awlad,
yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kesejahteraan serta perlindungan sosial anggota
keluarga atau kerabat dekat dari pihak wakif.*’

2. Wakaf Khairi

“Ruddy Pamungkas, “Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif (Study analisis pendapat Mazhab
Syafi'i)”, Skripsi (Semarang: Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang. 2011), h. 24.

“4Esa Putra Yambo, "Perwakafan Dalam Perspektif Sistem Hukum Islam." LEX PRIVATUM 6, no. 10
(2018): h. 98.

4Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 63.

4®Elia Apriantin, “Problem Dalam Penjagaan Aset Wakaf (Studi di Kecamatan Kemranjen Kabupaten
Banyumas)”, Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2019), h. 22.

47sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz 3 (Cet. Ill; Lebanon: Dar al-Kitab al-'Araby, 1397 H/1977 M), h.
378.
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Wakaf yang pada awalnya ditujukan untuk lembaga sosial atau kepentingan
umum, meskipun hanya berlaku dalam jangka waktu terbatas. Setelah masa tersebut
berakhir, pemanfaatan wakaf dialihkan kepada individu tertentu. Contohnya, seseorang
mewakafkan sebidang tanahnya untuk digunakan sebagai rumah sakit atau sekolah,
kemudian setelah itu ditetapkan penggunaannya bagi dirinya sendiri serta
keturunannya.*®
. Wakaf berdasarkan Penggunaannya ada 2 yaitu:*°
Wakaf Langsung

Wakaf dimana aset utama dimanfaatkan secara langsung untuk mewujudkan
tujuan tertentu, seperti masjid yang difungsikan sebagai tempat ibadah, sekolah untuk
kegiatan pendidikan, dan rumah sakit yang melayani pengobatan serta perawatan bagi
mereka yang membutuhkan.

Wakaf Investasi

Wakaf jenis ini melibatkan pemanfaatan aset pokok untuk kegiatan yang
menghasilkan keuntungan, di mana hasil atau pendapatan dari aset tersebut kemudian
dialokasikan kepada pihak-pihak yang menjadi tujuan utama wakaf.

. Wakaf Berdasarkan Waktunya Ada 2 yaitu:
Wakaf Mu’abbad (Abadi)

Wakaf yang bersifat permanen merupakan jenis wakaf yang diikrarkan untuk
berlaku tanpa batas waktu dan terus berlangsung sepanjang masa. Dalam ajaran Islam,
bentuk wakaf seperti ini dianggap sebagai wakaf ideal, karena pahalanya terus mengalir
selama harta wakaf tersebut masih dimanfaatkan. Ganjaran bagi wakif tidak terputus
selama aset wakaf tetap memberikan manfaat. Jenis wakaf ini dikenal sebagai sadagah
jariyah dalam wujudnya yang paling utama.>®
Wakaf Mu’aqgqat (Sementara)

Berbeda dengan wakaf mu’abbad yang bersifat permanen, wakaf mu’aqqat
ditetapkan dengan batas waktu tertentu dalam pengelolaannya, seperti misalnya hanya
berlaku selama sepuluh tahun. Setelah periode tersebut berakhir, kepemilikan atas harta
wakaf akan kembali kepada wakif.>* Mengenai keabsahan bentuk wakaf ini, para ulama
memiliki perbedaan pandangan.

Pandangan Tiap Mazhab Status Hukum Wakaf Mu’aqqat
. Pandangan Ulama Mazhab Maliki

. AbG Muhammad Jalal al-Din ‘Abd Allah ibn Najm ibn Syas (w. 616)
Beliau mengatakan dalam kitabnya ‘Aqgd al-Jawahir al-Thaminah

“8Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 10 (Cet. IV; Damaskus: Dar al-
Fikr t.th.), h. 7607.

“SAli Akbar Cahvana, “Wakaf Jangka Waktu Tertentu Dalam Perspektif Fikih dan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Lapangan di Kantor Urusa Agama Kec. Kedungtuban Kab.
Blora)”, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021), h. 11-12.

S0Suhari, Wakaf Produktif: Membangunkan Raksasa Tidur, (Cet: I; Lampung: STAIN Jurai Siwo
Metro, 2014), h. 14.

5IAbdul Rogib, “9 jenis wakaf dan perbedaan sesuai dengan pembentukannya”, Yatim Mandiri.
https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/jenis-wakaf/ (14 Juni 2025).
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Artinya:

Bahwa wakaf dapat dilakukan secara sementara (tidak abadi). Namun, jika lafal akadnya
menggunakan ungkapan yang menunjukkan keabadian, maka wakaf tersebut menjadi
bersifat abadi, sesuai dengan bentuk yang menjadikannya sebagai milik pewakaf. Setelah
itu, harta tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya sebagaimana harta milik l[ainnya.
Dalam kitab ‘Aqd al-Jawahir al-Thaminah disebutkan: “Apabila kami katakan bahwa
wakaf tidak bersifat abadi, maka setelah berakhirnya tujuan (wakaf) yang telah
ditentukan, harta tersebut kembali menjadi milik pewakaf, kemudian berpindah kepada
ahli warisnya sebagaimana harta milik lainnya.

b. Al-Hattab al-Ru‘aynt (w.954)

Beliau mengatakan dalam kitabnya Mawahib al-Jalil fT Syarh Mukhtasar Khalil
33,081 48 bt ¥ g 54

%

Artinya:
Dan bahwasanya wakaf tidak dipersyaratkan selamanya
. Ab{ ‘Abdillah Muhammad al-Khurasht (w.1101)
Beliau mengatakan dalam kitabnya Syarh al-Khurashri ‘ala Mukhtasar Khalil
ML ba s asa i L8 2
Artinya:

Bolehnya wakaf dalam jangka tertentu, dan tidak dipersyaratkan selamanya

d. Syihab al-Din al-Nafrawr (w.1126)

Beliau mengatakan dalam kitabnya al-Fawakih al-Dawani

Artinya:
Menurut kami, tidak disyaratkan keabadian dalam wakaf
. Muhammad ibn Ahmad al-Dustqi (w.1230)
Beliau mengatakan dalam kitabnya Hasyiyah ad-Dustgr ‘ala al-Syarh al-Kabir

52Ablt Muhammad Jalal al-Din ‘Abd Alldh ibn Najm ibn Syas, ‘Aqd al-Jawahir al-Thaminah, Juz 3
(Cet. I; Beirut: Dar al-Gharb al-Islam1, 1423 H/ 2003 M), h. 966.

53AbU ‘Abd Allah Muhammad bin Muhammad bin ‘Abd al-Rahman al-Ru‘ayni, Mawahib al-Jalil fi
Sharh Mukhtasar Khalil, Juz 6 (Cet. llI; t.t. Dar al-Fikr, 1412 H/ 1992 M), h. 20.

5Abl ‘Abd Allah Muhammad al-Khurashi, Sharh al-Khurashi ‘ald Mukhtasar Khalil, Juz 7 (Cet. Il;
Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba‘ah, 1317 H), h. 78.

55Shihab al-Din al-Nafrawi, al-Fawakih al-Dawani, Juz 2 (Cet. t.t. Dar al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), h.
161.
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Artinya:

Tidak dipersyariatkan selamanya (pada wakaf), akan tetapi dibolehkan berjangka
kemudian dikembalikan secara kepemilikan.

. Ab{ ‘Abd Allah Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ‘Ulaysh (w.1402)

Beliau mengatakan dalam kitabnya Minh al-Jalil Syarh Mukhtasar Khalil
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Artinya:
Dan tidak dipersyaratkan selamanya dalam keabsahan wakaf; yaitu wakaf tersebut
bersifat selamanya, selama benda yang diwakafkan itu masih ada, maka wakaf yang
dibatasi dengan waktu tertentu sah.
. AbG al-‘Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Khalwati (w.1241)
Beliau mengatakan dalam kitabnya Hashiyah al-Sawr ‘ala al-Sharh al-Saghir
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Artinya:
(Dan tidak disyaratkan) wakaf itu (bersifat abadi); bahkan boleh mewakafkannya selama
satu tahun atau lebih untuk jangka waktu yang diketahui, kemudian setelah itu
kepemilikannya kembali kepada pewakaf atau kepada orang lain.

Dengan demikian, apabila seseorang menetapkan jangka waktu tertentu dalam
akad wakafnya, mazhab Maliki tetap menganggapnya sah. Pendapat ini didukung oleh
argumentasi yang diajukan oleh ulama mazhab tersebut, yakni bahwa wakaf merupakan
bentuk ibadah sosial yang memiliki kemiripan dengan sedekah. Oleh karena itu, tidak ada
keharusan menjadikannya bersifat mu’abbad (permanen) secara mutlak, sebab bentuk
sedekah yang bersifat mu’agqgat (sementara) pun tidak dilarang secara jelas dalam syariat.
. Pandangan ulama Mazhab Hambali
. ‘Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah (w.620)

Beliau mengatakan dalam kitabnya A/-Mughni

LIy DR fear § s ans o cags o Gls g ang OF 153 Oy
Artinya:

Jika dia mempersyaratkan untuk menjualnya kapan saja ia mau, atau menghibahkannya,

atau menariknya kembali (wakaf itu), maka syarat tersebut tidak sah, dan wakafnya pun
tidak sah.

*Muhammad ibn Ahmad al-Dustqi, Hasyiyah al-Dustqi ‘ala al-Syarh al-Kabir, Juz 4 (t.t. Dar al-Fikr,
t.th.), h. 87.

>Abd ‘AbdiAllah Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ‘Ulaysh, Minh al-Jalil Sharh Mukhtasar
Khalil, Juz 8 (Cet. I; Beirut: Dar al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 145.

58Abi al-‘Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Khalwati, Hashiyah al-Sawi ‘ala al-Sharh al-Saghir, Juz 4
(t.t. Dar al-Ma‘arif, t.th.), h. 106

53‘Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz 8 (Cet. lll; Riyadh: Dar ‘Alam
al-Kutub lit-Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawz1’, 1417 H/ 1997 M), h. 192.
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. Abi al-Khattab Mahfiz ibn Ahmad al-Kalwadhani (w.510)
Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Hidayah
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Artinya:
Apabila seseorang mensyaratkan dalam wakaf adanya hak Khiyar (hak memilih untuk
membatalkan), atau ia mensyaratkan bahwa ia boleh menjualnya kapan saja ia mau, maka
wakaf tersebut tidak sah.
. Muwaffaq ad-Din ‘Abdillah ibn Qudamah al-Maqdisi (w. 620)
Beliau mengatakan dalam kitabnya A/l-Kafi

Artinya:
Jika seseorang mewakafkannya kepada seorang laki-laki tertentu lalu ia diam (tidak
menyebut batas waktu), maka wakaf itu sah dan bersifat kekal.
. Syams al-Din Abd al-Faraj ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad al-Maqdisi (w.682)
Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Syarh al-Kabir
2 g . _ I PR S PR S S} L.
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Artinya:
Jika seseorang mensyaratkan bahwa ia boleh menjualnya kapan saja ia mau, atau
memberikannya sebagai hibah, atau menariknya kembali, maka wakaf dan syarat
tersebut batal
. Syams al-Din Muhammad ibn Muflih al-Maqdist (w.763)
Beliau mengatakan dalam kitabnya al-Fura’
Paads sl 5 (B8 1G ts uds Lity WG fa Y
Artinya:
Dan tidak sah (wakaf) yang terikat dengan suatu syarat, namun ada satu pendapat yang
membolehkannya. Demikian pula (wakaf) yang sementara (mu’agqat), dan ada yang
berpendapat: penetapan waktunya dianggap gugur (tidak berlaku).

. Syihab al-Din Ahmad al-‘Askari (w.910)
Beliau mengatakan dalam kitabnya al-Manhaj al-Shahih
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80Ab G al-Khattab Mahfiiz ibn Ahmad al-Kalwadhani, Al-Hidayah, Juz 1 (Cet. |; Mu’assasah Gharas i
al-Nashr wa al-Tawzi', 1425 H/ 2004 M), h. 336.

51Muwaffaq ad-Din ‘Abd Allah ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Kaff, Juz 2 (Cet. |; Beirut: Dar al-Kutub
al-‘llmiyyah, 1414 H/ 1994 M), h. 252

62Syams al-Din Abu al-Faraj ‘Abd al-Rahman ibn Muhammad ial-Maqdisi, Al-Syarh al-Kabir, Juz 16
(Cet. I; Mesir: Hajr li al-Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi* wa al-I'lan, 1415 H/ 1995 M), h. 391

63Syams al-Din Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi, al-Furii’, Juz 7 (Cet. |; Riyadh: Dar al-Mu'ayyad,
1424 H/ 2003 M), h. 339.

84Syihab al-Din Ahmad al-‘Askari, al-Manhaj al-Shahih, Juz 2 (Cet. |I; Kuwait: Dar Asfar, 1438 H/ 2016
M), h. 1080.
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Artinya:

Dan jika ia berkata: Aku wakafkan selama satu tahun, atau hingga satu tahun, atau hingga
kedatangan haji dan semisalnya, maka tidak sah (wakafnya).

Menurut mazhab Hambali, wakaf harus dilakukan secara (ta'bid) karena tujuannya
adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu, wakaf tidak boleh
dibatasi oleh jangka waktu tertentu, meskipun terdapat kemungkinan wakaf tersebut
dianggap sah menurut sebagian pandangan, namun dalam mazhab ini wakaf semacam itu
dinyatakan tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip dasar wakaf yang
mensyaratkan mu’abbad (permanen) dalam pemanfaatannya.®> Melainkan harus berlaku
selamanya. Pandangan ini dianalogikan dengan pembebasan budak, yang juga bersifat
permanen dan tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu.

Dalil Tiap Mazhab Terhadap Status Hukum Wakaf Mu’aqqat
. Dalil Mazhab Maliki
Hadis lbnu ‘Umar ra.
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Artinya:

Jika kamu menghendaki, kamu bisa menahan pokoknya (sebagai wakaf) dan
menyedekahkan manfaatnya, namun pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak
boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Hadis ini menunjukkan bolehnya menahan barang pokok dan menyedekahkan
hasilnya secara permanen. Maka, secara kias juga dibolehkan menahan barang dan
menyedekahkan hasilnya secara sementara, karena ‘llat (alasan hukum) dari keduanya
adalah pengeluaran harta di jalan kebaikan®’

Melalui kias tersebut dapat dipahami bahwa wakaf pada hakikatnya adalah
memberikan manfaat dari suatu harta kepada pihak penerima wakaf. Maka jika wakaf
manfaat secara permanen dibolehkan, maka wakaf manfaat secara sementara lebih layak
untuk dibolehkan.®®

Dalil Mazhab Hambali
. Hadis Ibn ‘Umar ra.
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85Zayn al-Din al-Munajja ibn ‘Uthman ibn As‘ad al-Hanbali, Al-Mumti’ fi Syarh al-Mugni’, Juz 3 (Cet.
IIl; Mekah: Maktabah al-Asadi, 1424 H/ 2003 M), h. 167.

56Ab0 ‘Abdullah Muhammad bin Isma‘ll al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dar
Ibn Kathir, 1414 H/1993 M), h. 982.

”Muhammad Abu Zahra, Muhdadarah fi al-Waqf, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th.), h. 67

%Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams al-A'immah Al-Sarakhsi, Syarh al-Siyar al-Kabir, (t.t.
Al-Sharikat al-Shargiyyah li al-I'lanat, 1971 M), h. 2117.

89Ab0 ‘Abdullah Muhammad bin Isma‘ll al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 2 (Cet. V; Damaskus: Dar
Ibn Kathir, 1414 H/1993 M), h. 982.

1027 | Fahmi, Muhammad Harsya Bachtiar, Afrianto
Analisis Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali terhadap Status Hukum Wakaf Mu’aqqat



el — AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam
AL-FIKRAH Vol. 2, No. 3 (2025): 1011-1032

JURNAL

KAJIAN ISLAM doi: 10.36701/fikrah.v2i3.2487

Artinya:

DU wWN RS

Jika kamu menghendaki, kamu bisa menahan pokoknya (sebagai wakaf) dan
menyedekahkan manfaatnya, namun pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli, tidak
boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Kalimat (W\ LM-1>-) secara ‘Urf (Kebiasaan) menunjukkan bahwa wakaf

tersebut bersifat permanen, karena jika diperbolehkan kembali kepada kepemilikan
wakif, maka ia tidak lagi dianggap sebagai harta yang ditahan. Maka, penahanan (wakaf)
bertentangan dengan pembatasan ta’qit (waktu).”®

Analisis Komparatif Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali Terhadap Status

Hukum Wakaf Mu’aqqat

Persamaan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali terhadap Status Wakaf Mu’aqqat
Menyalurkan manfaat.

Kepemilikan manfaat milik mauqdf ‘alaih

Nazir atau pengelola harus bertanggung jawab.

Ada wakif, mauqdf bih, mauqdf ‘alaih, dan sigah.

Berdasarkan Qur’an, Sunah, dan praktik Sahabat (seperti wakaf Umar bin Khattab).
Untuk kebaikan, amal jariyah, dan kemaslahatan umat.

Perbedaan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali terhadap Status Wakaf Mu’aqqat

Tabel 1. Perbedaan Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali terhadap Status Wakaf

Mu’agqat
No. Mazhab Maliki Mazhab Hambali
1 Dibolehlan wakaf mu’aqqat Tidak dibolehkan wakaf mu’agqat
) (sementara) (sementara)
Al-Dardir, al-Khurasht, al-Nafrawi, Ibn Qudamah, al-Kalwadhani, al-
2. al-Dusuqt, al-Sawi: semua Buhuti, al-‘Askari: semua menolak
membolehkan wakaf mu’aqqat
3 Mensyaratkan (adanya Memandang bahwa wakaf menjadi
’ penyerahan) abadi cukup dengan lafaz saja
Kepemilikan atas harta wakaf -
4. | dapat beralih kembali kepada wakif Kepemilikan wakaf telah terlepas
setelah masa wakaf berakhir >ecara permanen
5 Wakaf sah, meskipun ada syarat Wakaf batal, karena adanya syarat
' selama 1 tahun waktu yang merusak inti akad wakaf

Mazhab Maliki membolehkan wakaf mu’aggat (sementara) dengan berbagai
syarat, seperti adanya penyerahan manfaat dan pembolehan kembalinya kepemilikan
kepada wakif setelah waktu berakhir. Sebaliknya, mazhab Hambali menolak wakaf
mu’aqgqat karena menganggap wakaf harus bersifat abadi dan kepemilikan tidak boleh
kembali kepada wakif. Perbedaan ini mencerminkan pendekatan masing-masing mazhab
terhadap keabadian dalam akad wakaf dan kejelasan tujuan syariat dari wakaf itu sendiri

“Muhammad Abu Zahra, Muhadarah fi al-Wagqf, (Mesir: Dar al-Fikr, t.th.), h. 68.
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KESIMPULAN

Mazhab Maliki maupun Hambali sama-sama mengakui dan membenarkan
keabsahan wakaf yang bersifat mu’abbad (permanen). Namun keduanya berbeda
pendapat terhadap status hukum wakaf mu’aggat (sementara). Mazhab Maliki
membolehkan wakaf mu‘agqgat (sementara) selama disyaratkan secara tegas dalam akad.
Dalam pandangan mereka mu’abbad (permanen) tidak merupakan syarat sah wakaf.
Selama manfaat harta wakaf tetap tersalurkan dan pokok harta tidak hilang, maka wakaf
tersebut dinilai sah. Adapun mazhab Hambali menolak konsep wakaf mu‘aggat
(sementara). Mereka mensyaratkan bahwa wakaf harus bersifat mu’abbad (permanen)
sebagai bentuk penahanan harta secara permanen. Mereka berlandaskan pada hadis yang
menyatakan larangan menjual, menghibahkan, dan mewariskan harta wakaf. Oleh karena
itu, jika dalam akad disebutkan syarat waktu, maka wakaf tersebut dianggap tidak sah.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman vyang lebih
komprehensif mengenai perspektif mazhab Maliki dan Hambali dalam menanggapi status
hukum wakaf mu‘agqat (sementara). Temuan penelitian ini turut memperjelas kedudukan
wakaf mu‘aggat (sementara) dalam kerangka hukum Islam. Sebagai Implikasi, hasil
penelitian ini diharapkan dapat mendorong meningkatnya kesadaran umat Islam agar
lebih cermat dan selektif dalam melakukan maupun menerima wakaf, terutama yang
berkaitan dengan aspek keabsahan dan ketentuan waktunya.
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